UNDANG – UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DANPERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
:  a.  bahwa di dalam rangkat pemurnian pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959.

b. Bahwa penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang Undang.

Mengingat
: 1.  Pasal  5  ayat (1) dan pasal 20 ayat  (1)  Undang Undang Dasar 1945  .
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor  XXXIX/MPRS/1968 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
: Undang Undang tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang Undang 

Pasal  1

Terhitung sejak disyahkannya Uu ini, menyatakan penetapan-penetapan Presiden danper-Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Undang Undang ini, sebagai Undang Undang .

Pasal  2

Terhitung sehak disyahkannya Undang Undang ini, menyatakan penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Propinsi Presiden sebagaimana dimaksud dalam lampiran IIA dan IIB Undang Undang ini, sebagai Undang Undang dengan ketentuan, bahwa materi penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang Undang yang baru.

Pasal  3

Terhitung sejak disyahkannya Undang Undang ini,  menyatakan penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIIA dan IIIB Undang Undang ini, diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan  atau dijadikan bahan bagi Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing .
Pasal  4

Istilah-istilah dan kata-kata penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden  yang tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 dan ketentuan-ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Sementara sejak sidang Umum ke-IV, dianggap tidak ada.

Pasal  5

Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kecuali pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal  3.

Pasal  6

Undang Undang  ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1969

Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1969

Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN

PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

A. UMUM :

Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah meninjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 juli 1959.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966 menentukan bahwa peninjauan kembali tersebut harus diselesaiakan dalam jangka waktu du Tahun sesudah tanggal 5 Juli 1966.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan Nomor XXXIX/MPR/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong  supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi apabila dipandang perlu dapat diberikan  perpanjangan batas waktu paling lama sampai tanggal 5 Juli 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden , meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966, ternyata tidak dapat diselesaiakan sebelum tanggal 5 juli 1968.
Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Keputusan Nomor 274/B/1968 dengan jangka waktu enam bulan terhitung 5 Juli 1968 dan diperpanjang untuk kedua kalinya dengan Keputusan Nomor 001/B/1969 juga untuk jangka waktu enam bulan terhitung tanggal 5 Juli 1969.

Peninjauan kembali penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden  dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945.

Penetapan-penetapan Peraturan dan Peraturan-Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 1968 dan Undang Undang  lain, antara lain Undang Undang Nomor 10 Tahun 1966, Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan sebagainya .

Dengan Undang Undang  ini dinyatakan bahwa penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat berlaku terus dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang tercantum dalam lampiran I Undang Undang ini dinyatakan sebagai Undang Undang .

2.  Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden dalam lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang Undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti,bahwa materi dari pada penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut ditampung atau diojadikan bahan bagi penyusunan Undang Undang yang baru.

3. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden dalam lampiran IIIA dan IIIB merupakan produk-produk legislatif yang mengatur hal-hal atau persoalan-persoalan yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam lingkungan tugas serta wewenang Pemerintah. Oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing . Disamping itu mungkin ada juga Penetapan-penetapan  Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang dijadikan  bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materimm. Apabila kemudian hari ternyata masih terdapat Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang tidak tercantum dalam lampiran-lampiran I, IIA dan IIB, IIIA dan IIIB Undang Undang ini maka Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut peninjauannya kembali dan pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah  dalam bentuk yang sesuai materi masing-masing .
4. Oleh karena harus diutamakan tujuan dan jiwa yang terkandung dalam Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden  tersebut, maka istilah-istilah beserta kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV dianggap tidak ada.

B. PASAL DEMI PASAL
Pasal  1

Cukup jelas

Pasal  2

       Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang Undang  dengan ketentuan bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut tertampung dan dituangkan dalam Undang Undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi  yang diatur dalam Undang Undang terdahulu.
Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang Undang  dengan ketentuan bahwa Undang Undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah ditetapkan Undang Undang baru sebagai penggantinyha yang menggunakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut sebagai bahan.

Pasal  3

       Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 3 ini ialah peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dan pada Undang Undang dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah .

       Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

       Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden sebagimana tercantum dalam lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden  yang bersangkutan hapus kekuatannya  pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam lampiran IIIB materinya dapat juga dijadikan Undang Undang.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan istilah-istilah dankata-kata dalampasal 4 ini misalnya ialah Pemimpin Besar Revolusi, nasional dan lain sebagainya.

Pasal 5

Pada umumnya Undang Undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah, Ketentuan pokok ini diikuti juga oleh pasal 5.

Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang undangan yang sesuai dengan materi masing-masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri dan sebaginya, maka pelaksanaan pasal 3praktis diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 6

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran Negara Tahun 1969 No. 36) 

LAMPIRAN I.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN

BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	16
	1963
	119
	Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.

	2.
	27
	1965
	102
	Pengeluaran uang rupiah baru yang berlaku sebagai alat pembayaran yang syah bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan penarikan uang rupiah lama dari pengedar.

	
	
	
	
	


LAMPIRAN IIA.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN

BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	5
	1959
	80
	Wewenang Jaksa Agung /Jak sa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukum an terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksa naan perlengkapan sandang pangan. 

	2
	2
	1961
	274
	Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

	3
	1
	1962
	1
	Pembentukan Propinsi Irian Barat bentuk baru.

	4
	2
	1962
	34
	Larangan adanya Organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia meng hambat penyelesaian Revolosi dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme indonesia.

	5
	3
	1962
	93
	Kewenangan melakukan pena wanan/pengusiran

	6
	1
	1963
	8
	Pemerintah di Wilayah irian Ba rat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia 

	7
	3
	1963
	13
	Peraturan-Peraturan devisa khusus untuk Daerah Propinsi Irian Baran

	8
	4
	1963
	23
	Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

	9
	11
	1963
	101
	Pemberantasan kegiatan subversi

	10
	1
	1964
	11
	Pembinaan perfilman

	11
	2
	1964
	38
	Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan pera dilan umum dan Militer.

	12
	1
	1965
	3
	Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

	13
	2
	1965
	10
	Tindak pidana devisa tertentu

	14
	3
	1965
	21
	Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi anggota Kepolisian.

	15
	14
	1965
	60
	Kegiatan Politik dan Kepartaian di daerah Propinsi Irian Barat

	16
	19
	1965
	81
	Pokok-pokok sistem Pendidikan Nasional Pancasila

	17
	20
	1965
	85
	Mempererat ancaman hukum an terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata .

	18
	22
	1965
	91
	Perubahan beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52) tentang susunan dan kekuasa an Badan-badan Peradilan Militer.

	19
	23
	1965
	92
	Perubahan dan tambahan pasal 2 penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 (Lembaran Nega ra Tahun 1965 Nomor 21).

	20
	25
	1965
	98
	Penunjukkan Bank Pembangunan Swasta sebagai Bank Tunggal Swasta untuk Pembangunan

	21
	30
	1965
	111
	Perubahan Pasal 7 Undang Undang Devisa 1964.

	23
	2
	1966
	14
	Pwerubahan dan tambahan Undang Undang Nomor 21 Prp. Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpu Nomor 17 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 91).


	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	5
	1961
	109
	Segi-segi Protokoler dalam tindakan Kepolisian terhadap anggota pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

	2
	12
	1963
	42
	Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan-pengadilan Sipil dan kejaksaan dipr Irian Barat

	3
	22
	1963
	103
	Penghapusan Karesidenanan dan Kawedanan

	4
	14
	1965
	80
	Majelis Pendidikan Nasional


LAMPIRAN IIB.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN

BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	7
	1959
	149
	Syarat-syarat dan Penyeder hanaan Kepartaian

	2
	5
	1963
	28
	Kegiatanpolitik

	3
	7
	1964
	67
	Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock out) di Perusahaan-perusahaan Jawatan dan badan-badan yang vita 

	4
	10
	1963
	100
	Pelabuhan bebas dan Wilayah Perdagangan bebas


	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	13
	1960
	79
	Pengakuan pengawasan dan pembubaran Partai-partai.

	2
	25
	1960
	139
	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan pengawasan dan pembubaran partai-partai

	3
	4
	1961
	199
	Penetapan tafsiran resmi dari Ketetapan Majelis Permusya waratan Rakyat Sementara 

	4
	19
	1961
	310
	Pokok-pokok kearsipan Nasional

	5
	22
	1964
	64
	Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan bebas Sabang

	6
	23
	1964
	65
	Lalu lintas barang dan uang di pelabuhan bebas sabang


LAMPIRAN IIIA.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN

BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3
	1959
	97
	Pelabuhan dan tambahan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun  1959

	2
	4
	1959
	98
	Syarat-syarat pendidikan, kecakapan dan pengalaman dalam pemerintah bagi Kepala daerah

	3
	6
	1959
	119
	Dewan Urusan Pegawai

	4
	7
	1959
	124
	Wajib latihan bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia 

	5
	9
	1959
	127
	Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta merubah beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan cq. Hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan dalam lingkungan Angkatan Perang dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas anggota tentara janda dan/ atau anak yatim-piatu dan menerima pensiun dan/atau tunjangan uang bersifat pensiun. 

	6
	10
	1959
	128
	Larangan bagi usah perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing diluar ibukota Daerah swasta Tk .I dan II serta Karesidenan.

	7
	11
	1959
	148
	Sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang.

	8
	3
	1960
	18
	Penyelenggaraan urusan Haji

	9
	6
	1960
	40
	Pembentukan Dewan Angkatan darat

	10
	9
	1960
	57
	Penhggantian kerugian kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan Pelaut

	11
	11
	1960
	61
	Pembentukan Institut Agama islam Negeri.

	12
	12
	1960
	70
	Dewan Perteksilan

	13
	15
	1960
	82
	Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat desa

	14
	19
	1960
	100
	Susunan Dewan Maritim

	15
	21
	1960
	102
	Tambahan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang

	16
	23
	1960
	114
	Perubahan dan tambahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1960 tentang Dewan Angkutan Darat

	17
	26
	1960
	140
	Pemberian hadiah/seni

	18
	27
	1960
	141
	Pemberian hadiah ilmiah

	19
	7
	1961
	202
	Pengiriman uang antara Kas Negara

	20
	8
	1961
	203
	Peraturan kendaraan bermotor milik Negara

	21
	9
	1961
	204
	Instruksi bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara

	22
	10
	1961
	205
	Pemberian Darmasarjana, Dar masiswa dan Darmatamu kepada Cendekiawan, Mahasis wa, Pelajar dan Pejabat Negara Asing

	23
	11
	1961
	213
	Perubahan dan penambahan Peraturan Presiden No.15 Th. 1960 tentang penyelenggaraan P.M.D.

	24
	12
	1961
	234
	Pemberian Tugas Belajar

	25
	17
	1961
	286
	Kedudukan hukum, nama jabat an, gelar, penghasilan dan keuntungan lainnya Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahIstimewa Jogja karta dan Wakil Kepala daerah tingkat I

	26
	18
	1961
	300
	Pencabutan Peraturan Presi den No.8 Th 1961 dan penetap an penyelenggaraan Pekan Raya dan pameran Indonesia

	27
	20
	1961
	311
	Tugas, Kewajiban dan lapang an pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkung an Pemerintah 

	28
	2
	1963
	20
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Irian Barat untuk masa 1 Mei sampai 31 Desember 1963

	29
	3
	1963
	24
	Peraturan mengenai status dan kedudukan keuangan Pe gawai Negeri Sipil dan anggota kepolisian di Prop. Irian Barat

	30
	13
	1963
	55
	Penertiban Pembangunan baru  disepanjang jalan antara Jakar ta-Bogor-puncak-Cianjur diluar batas-batas daerah khusus ibukota Jakarta Raya Daswati II Cianjur

	31
	14
	1963
	59
	Pemberian bantuan berupa uang dan pakaian kepada Guru

	32
	16
	1963
	82
	Pemberian perbaikan pengha silan kepada penerima tunjangan bekas Presiden 

	33
	18
	1963
	84
	Lektur asal Luar Negeri bagiMahasiswa

	34
	19
	1963
	85
	Ketentuan pokok mengenai bentuk, jenis warna, pembuatan serta pemakaian pakaian seragam dan tanda pengenal diluar angkatan perang dan kepolisian negara

	35
	21
	1963
	92
	Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, anggota angkatan Kepolisian Negara, Anggota angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-Pejabat Nergara lainnya didaerah Tingkat II Kepulauan Riau yang meliputi Tanjung Pinang, lingga, Karimun dan Pulau Tujuh.

	36
	23
	1963
	107
	Peraturan penyesuaian gaji dan pangkat PNS dan Anggota Kepolisian irian barat kedalam PGPN.1961/P.G/Pol.1961

	37
	24
	1963
	111
	Dewan Penerbangan Angkatan luar Nasional Republik Indonesia 

	38
	25
	1963
	115
	Pemberian perbaikan pengha silan-penghasilan peralihan kepada bekas anggota Militer serta janda dan anak-anak yatim-piatunya.

	39
	27
	1963
	118
	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun  1960 tentang Pembentukan  I.A.I.N

	40
	4
	1964
	16
	Dewan Produksi Nasional un tuk bahan Makanan dan ba han-bahan eksport Pertanian

	41
	5
	1964
	19
	Pemberian penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

	42
	14
	1964
	53
	Lembaga Persahabatan antara Bangsa di indonesia

	43
	15
	1964
	46
	Penetapan Peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil 

	44
	21
	1964
	62
	Surat pendorong Produksi tambahan untuk export dari ex daerah konsinyasi counter import


	45
	24
	1964
	67
	Pemberian gaji pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun kepada (bekas) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-Pejabat Negeri lainnya di daerah tingkat II kepulauan Riau yang meliputi Kawedanan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan pulau Tujuh

	46
	27
	1964
	76
	Perubahan dan tambahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Dewan Produksi Nasional untuk bahan makan dan bahan Eksport Pertamina

	47
	28
	1964
	79
	Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 29) tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti.

	48
	29
	1964
	82
	Pemberian bantuan berupa uang kepada abdi dalem dan pensiunan abdi dalen Kraton Surakarta

	49
	31
	1964
	90
	Badan Ekonomi dan keuangan

	50
	33
	1964
	92
	Penetapan penghargaan terhadap pahlawan

	51
	36
	1964
	103
	Pemberian bantuan uang kepada abdi dalem danpensiunan abdi dalem Istana Mangkunegara

	52
	39
	1964
	127
	Perubahan dan tambahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 tentang Peraturan Penyesuaian gaji dan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat kepada PGPN 1961/P.G.POL. 1961

	53
	40
	1964
	128
	Kedudukan keuangan Gubernur/Wakil Gubernur, Kepala daerah Propinsi irian Barat 

	54
	41
	1964
	129
	Kedudukan dan keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan dipr irian barat

	55
	47
	1964
	142
	Penyempurnaan Aparatus Distribusi

	56
	1
	1965
	1
	Bantuan berupa uang kepada abdi dalem Pura Pakualam

	57
	2
	1965
	4
	Peraturan pokok Organisasi Perusahaan sejenis

	58
	3
	1965
	13
	Pemberian bantuan berupa uang kepada abdidalem danpara pensiunan abdi dalem Krfaton Yogyakarta

	59
	5
	1965
	33
	Gerakan Nasional transmigrasi

	60
	6
	1965
	38
	Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian yang kedudukannya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 jo Nomor 39 Tahun 1964 dalam hal terjadi kenaikan pangkat

	61
	7
	1965
	42
	Tunjangan perjalanan dinas

	62
	15
	1965
	93
	Pendirian Perguruan tinggi Swasta

	63
	16
	1965
	103
	Pengangkutan kebutuhan dan hasil Perusahaan Industri dan tambang Negara

	64
	17
	1965
	104
	Penghematan dan penjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah 

	65
	18
	1965
	105
	Penguasaan persediaan dan penyaluran bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari

	66
	23
	1965
	120
	Penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan swasta

	67
	1
	1966
	5
	Penangguhan beberapa keten tuan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965

	68
	2
	1966
	6
	Otorita Jalan Raya Jagorawi

	69
	3
	1966
	8
	Pengamanan Bidang Iuran Negara

	70
	5
	1966
	16
	Bonus eksport

	71
	4
	1966
	9
	Penyediaan devisa untuk Perusahaan Negara (PN2) dan unit-unit lainnya dalam lingkungan Departemen Pertambangan dari hasil eksport yang diselenggarakannya

	72
	6
	1966
	18
	Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Negeri di irian Barat.


LAMPIRAN IIIB.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN

BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	6
	1960
	175
	Tugas dan kewajiban Tata Kerja Bank Indonesia

	2
	14
	1963
	108
	Kebijakan Pembangunan Propinsi Irian Barat

	3
	15
	1963
	117
	Perubahan dan tambahan penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 274)

	4
	5
	1965
	23
	Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata 

	5
	4
	1965
	58
	Pengintegrasian Bank Dagang Negara kedalam Bank Indonesia


LAMPIRAN IIIB

	No.

Urut
	No.Penetapan

Presiden
	Tahun
	Lembaran

Negara
	Tentang

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	5
	1960
	38
	Pembentukamn Propinsi administratip Sulawesi Utara dan Propinsi Administratip Sulawesi Selatan 

	2
	16
	1960
	83
	Perusahaan dan tambahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Dewan Angkatan Laut

	3
	3
	1961
	107
	Pedoman hidup bagi Pegawai Negeri yang disebut Panca Setia

	4
	21
	1961
	314
	Penetapan prioritas dan prosedure kredit luar negeri dalam hubungan pelaksanaan proyek Pembangunan Nasional

	5
	2
	1962
	16
	Perubahan Peraturan Premi jawatan pajak

	6
	6
	1962
	61
	Panca dharma Bakti

	7
	7
	1963
	33
	Aktivitas perusahaan dagang negara dalam rangka pelaksanaan deklarasi ekonomi

	8
	11
	1963
	41
	Kopra

	9
	20
	1963
	97
	Pemberian fasilitas bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan kredir luar negeri atas dasar “Production Sharing”

	10
	25
	1964
	68
	Kebijakan ekonomi dan keuangan untuk mengatasi keadaan waktu sekarang dan waktu dekat

	11
	34
	1964
	99
	Peraturan penghasilamanggota Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat

	12
	35
	1964
	102
	Nilai Lawan Rupiah untuk aktivitas-aktivitas perusahaan minyak

	13
	37
	1964
	122
	Pembentukan Lembaga Pertahanan nasional

	14
	4
	1965
	31
	Perubahan beberapa pasal dari Peraturan Lembaga Pertahanan Nasional (Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1964)


